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Abstrak : Artikel ini membahas tentang landasan yuridis formal yang ada pada
kurikulum 2013. UUD 1945 merupakan landasan yuridis formal yang digunakan
untuk menyusun kurikulum 2012, Dari UUD 1945 ini disusunlah UU atau

peraturan tentang pendidikan. Pada dasarnya segala hal dalam menyelenggarakan

pendidikan dengan kurikulum 2013 harus atas dasar UUD1945. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa landasan yuridis kurikulum 2013 adalah UUD 1945,
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PENDAHULUAN

Secara yuridis kurikulum 2013
disusun berasartkan UUD 1945, Schagai
landasan yuridis, dalam hal ini adalah
landasan yuridis formal dilatarbelakangi
UUD 1945 sebagai acuan dalam
menyelenggarakan pendidikan nasional.

Hal ini dapat diartikan bahwa segala
keglatan yang berhubungan dengan
idi harus disusun berdasarkan

1945:,

,Bﬁslm .ﬂéga

kurikalum  terbaru  yang  disusun

pemerintah harus didasarkan pada UUD
1945.
Pendidikan

‘nasional ~ harus
UD 1945. Halmﬁe&am




pendidikan. Ayat 1 pasal 31 im yang
mendasari pasal 31 ayat 2 di atas. Jika kita
kaitkan hubungan antara kedua ayat di
atas, maka ayat 2 merupakan wujud nyata
peranan pemerintah dalam
menyelenggarakan pendidikan  vang
berkualitas.

Penyelenggaraan pendidikan
lermasuk di dalamnya adalah kurikulum.
Pada dasarnya dalam  penyususnan
kurikulum pemerintah wajib hukumnya
menghadirkan UUD 1945 sebagai patokan
dalam menetukan arah pendidikan di
negeri ini. Patokan yang dimaksutkan
adalah rambu-rambu dalam menyusun
kurikulum. Dengan kata lain kurikulum
yang disusun pemerintah  merupakan
representasi UUD 45,

Kurikulum terbaru yang disusun
adalah kurikulum 2013. Melalui kurikulum
ini diharapkan siswa akan mampu dan
terampil dan tetap menjunjung akhlak
mulia sehagai sarana penanaman jiwa
karakter bangsa vyang berbudi Iuhur.
Kurikulum 2013 juga didasarkan pada
UJUD 1945 dalam perumusannya. Sebagai
dasar pcrumusannya yaitu pasal 31 ayat(3)
mengamanatkan ~ bahwa  pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem  pendidikan
meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta  akhlak mulia dalam  rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, vyang
diatur dengan undang-undang. Atas dasar

nasional,  yang

amanat tersebut telah diterbitkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Dan pasal inj
akan terlihat bahwa suatu hal yang berbeda
yaitu adanya keimanan, ketagwaan, dan
akhlak mulia. Dengan kata lain hal yang
menjadi pokok dalam kurikulum ini salah
satunya adalah penanaman pendidikan
karakter., Hal ini didasarkan pada
pandangan yang menyatakan akhlak siswa
kita dari tahun- ketahun berlangsung
semakin menurun.  Oleh karena itu,
disusunlah kurikulum 2013. Kurikunlum
i lahir  juga dikarenakan untuk
memunculkan rasa memiliki  bahasa
Indonesia. Dapat dikatakan UUD 1945
tidak akan terlepas pada kurikulum ini.
Oleh karena itu pada artikel ini akan
dibahas 1) bentuk-bentuk implementasi
UUD 1945 dalam kurikulum 2013 serta
turunan dari UUD 1945 korelasi antara
landasan yuridis dan kurikulum 2013 dan
(2) Cakupan Aspek Yuridis dalam
Kurikulum 2013
A. Implementasi  UUD 1945 dan
Aspek Turunannya dalam
Kurikulum 2013 serta Kaitannya
1. Implementasi UUD 1945 dalam

Kurikulum 2013

Undang-Undang  Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
31 ayat(3) mengamanatkan bahwa

pemerintah mengusahakan dan







kempetensi lulusan ~ merupakan
kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan peserta didik yang harus
dipenuhinya atau dicapainya dari suatu
satuan  pendidikan pada  jenjang
pendidikan dasar dan menengah, Jadi
implementasi UUD 1945 pada SKL
kurikulum 2013 adalah sebagai acuan
berupa  siskap-sikap yang harus

dimiliki sebagai syarat kelulusan.

c. Implementasi UUD 1945 dalam
Standar Proses
Standar Proses adalah kriteria
mengenai  pelaksanaan  pembelajaran
pada . . %
satuan pendidikan untuk mencapai

Proses dikembangkan mengacu ._:Eaﬂfa”-' :

SmndarK,ompunm Lulusan ¢

~ peuyusunan
kurikulum 2013.

dalam
berbagai

teori  taksonomi tujuan

pendidikan di negara
dilakukan secara adaptif sesuai dengan
kebutuhannya masing-masing.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem  Pendidikan
Nasional telah mengadopsi taksonomi

dalam
pengetahuan, dan keterampilan. Dari

bentuk  rumusan  sikap,

pernyataan ini menunjukkan adanya

kaitan antara UUD 1945 dengan
standar proses dalam

i
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didasarkan pada UU 20 yang
merupakan turunan dari UUD 1945,

2 Aspek Turunan UUD 1945
Selamm UUD 1945 ada UU 20
tentang  sistem  pendidikan  nasional
yang merupakan turunan dari UUD
1945, Undang-undang No 20 ini
adalah landasan yang digunakan dalam
kurikulum2013. Hal ini dapat kita
amati pada pasal 2 UU nomor 20.
Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 ini menjelaskan
tentang Sistem Pendidikan Nasional,
bahwa pendidikan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sedangkan
Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan
- nasional berfungsi mengembangkan
~ kemampuan dan membentuk  watak
_peradaban  bangsa  yang
dalam  rangka

termasuk  di dalamnya  adalah
kurikulum selain berdasarkan
UUDI945  kurikulum  juga  harus
berdasarkan pancasila dalam
penyusunannya. Hal ini berarti kelima
sila pancasila harus terimplentasikan
pada kurikulum 2013. Sedangkan, dan
pasal 3 UU yang sama menjelaskan
tentang karakter atau perilaku terpuji
yang harus dikuasai oleh siswa. Hal
inilah yang mewnjadi gambaran aspek-
aspek yuridis vang ada di dalam
kurikulum.yang juga diturunkan dari
UUD 1945.

Pancasila  sebagai  landasan
dalam kurikulum 2013 seperti yang di

- jelaskan pada paragraf sebelumny:

dapat kita artikan bahwa kurikulum
2013 harus mencerminkan nilai-nilai
yang tercermin dalam kelima sila
pancasila. Hahtd‘dapat klﬁ amati pada




“Ketuhanan Yang Maha Fsa” dengan
mesyukuri  segala apa yang telah
diberikan termasuk di dalamnya adalah
bahasa Indonesia. Sedangkan sila ke
tiga terlihat dari adanya kata-kata
“mempersatukan bangsa Indonesia di
tengah  keberagaman bahasa dan
budaya”. Dari pernyataan ini dapat kita
artikan bahwa bahasa Indonesia adalah
alat pemersatu bangsa dan oleh sebab
itu dalam kurikulum 2013 ini siswa
diingatkan kembali bahwa bahasa
Indonesia merupakan anugrah terbesar
yang dapat menyatukan keberagaman
vang ada di seluruh tanahair Indonesia.

Pasal 3 UU 20 menjelaskan

tentang karakter yang ]larus

ditanamkan pada siswa Indonesia yang

tergerus dengan cra globalisasj yang

gemakin lnas.

B. Cakupan Aspek Yuridis dalam
Kuorikulum 2013

Dari paparan di atas dapat kita
amati secara Yuridis formal kurikulum
2013 didasari UUD 1945. Dari landasan
yuridis formal ini dapat diturunkan
menjadi beberapa hal yang dimasukkan
ke dalam landasan yuridis kurikulum
2013 diantaranya adalah
Landasan  yuridis Kurikulum 2013
adalah: gt
Undang—Unda;ng Dasa;r Nmﬂ ' '
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UUD 1945 sebagai landasan
yuridis ~ formal  kurikulum 2013
dijadikan ~ acuan  utama  dalam
penyusunannya. UUD 1945 memiliki
petanan yang paling utama cakupannya
meliputi segala aspek yang ada dalam
kurikulum 2013, Melalui UUD 1945 ini
diperoleh aturan yang bersifat umum
yang  dijadikan  patokan  dasar
penyusunan. Sehingga, hal ini dapat
diartikan bahwa UUD [945 merupakan
inti dari landasan wyuridis kurikulum
2013, sehingga dari UUD 1945 ini akan
muncul landasan yuridis turunannya.

Undang-undang  Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Dalam Undang-Undang ini
menyebutkan bahwa  pendidikan
nasional  harus  didasarkan  pada
pancasila. Hal i berarti cakupan
kurikulum 2013 harus mencerminkan
ke lima sila Pancasila. Hal ini
dimaksudkan agar siswa menjunjung
tinggi  nilai-nilai  pancasila  yang
merupakan pilar bangsa Indonesia.
Dengan dijunjungnya nilai-nilai
pancasila diharapkan siswa  akan

 memiliki rasa nasionalisme yang tinggi
 dengan karakter budi pekerti yang

dituangkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional. Pada
dasarnya cakupan Undang- Undang no
17 ini adalah rencana jangka panjang
dan menengah pemerintah terhadap
pendidikan. Rencana jangka panjang
adalah program yang direncanakan akan
berjalan kurang lebih selama kurun
waktu lima tahun ke depan dan tidak
berubah, sedangkan jangka menengah
adalah pelaksanaannya kurang lebih
selama dua tahun. Kurikulum 2013
adalah  rencana  jangka  panjang
sckaligus jangka menengah. Hal ini
berarti jika dalam separuh waktu
pelaksanaan terdapat kendala maka
kurikulum ini dapat direfisi bahkan
diganti.

Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan scbagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang  Standar  Nasional
Pendidikan. Standar Nasional
pendidikan adalah patokan minimal
penyelenggaraan pendidikan di seluruh

Indonesia. Pemerintah scbagai

 penyelenggara pendidikan utama wajib




KESIMPULAN

Dari paparan di atas maka dapat
kita simpulkan bahwa pendidikan di
Indonesia ini memiliki landasan yuridis
formal yaitu UUD 1945, Dari UUD1945
dibentuklah dasar yuridis lainnya yang
mengatur pendidikan di Indonesia ini, Dari
UUD 1945 ini disusunlah kurikulum
sebagai satnan materi yang digunakan
untuk penyelenggaraan pendidikan. Begitu
pula kurikulum 2013 yang  sekarang

sedang digalakkan penyusunannya qua_

dldasarkan pada UuD 1945 1341\};,
papar:m ini dapat '

kurikulum 2013.
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